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ABSTRAK

Fenomena pemberian amnesti oleh presiden kepada terpidana tindak
korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 memunculkan
perdebatan mengenai batas kewenangan prerogatif Presiden dalam negara hukum
Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kajian akademik karena
berhubungan langsung dengan prinsip legalitas, akuntabilitas kekuasaan eksekutif,
serta konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar
biasa. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pemberian
Amnesti terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2025”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara
sistematis mekanisme dan syarat pemberian amnesti menurut hukum positif
Indonesia, serta menilai kesesuaian Keppres 17/2025 dengan ketentuan
konstitusional, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-
Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, serta Keppres dan putusan pengadilan
terkait; bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur hukum;
serta bahan hukum tersier sebagai pendukung terminologis. Analisis dilakukan
secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap struktur kewenangan
Presiden, prosedur administratif permohonan amnesti, serta pola historis pemberian
amnesti di Indonesia. Seluruh bahan hukum kemudian disusun dan dibandingkan
untuk menilai apakah Keppres 17/2025 telah sesuai dengan prinsip negara hukum,
mekanisme checks and balances, dan asas-asas pemidanaan dalam konteks tindak
pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dalam Keppres
17/2025 telah memenubhi persyaratan prosedural sebagaimana ditentukan oleh UUD
1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, termasuk adanya
pertimbangan DPR, verifikasi administratif, serta dasar hukum yang memadai.
Berdasarkan analisis tersebut diperoleh tiga kesimpulan utama, yaitu: pertama
kewenangan amnesti tetap merupakan kewenangan konstitusional yang dibatasi
oleh prinsip negara hukum sehingga Presiden tidak dapat menggunakannya secara
bebas tanpa mekanisme pengawasan legislative, kedua secara normatif Keppres 17
Tahun 2025 tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, meskipun objek amnesti berupa tindak pidana
korupsi menimbulkan ketegangan antara aspek legalitas dan persepsi public, ketiga
pemberian amnesti kepada pelaku korupsi harus ditempatkan dalam kerangka
kehati-hatian karena berpotensi mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi,
legitimasi proses peradilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas
sistem hukum.

Kata kunci: Negara Hukum, Prerogratif Presiden, Amnesti, Korupsi

vii



ABSTRACT

The issuance of Presidential Decree Number 17 of 2025, which grants
amnesty to an individual convicted of corruption, has generated extensive debate
regarding the constitutional boundaries of presidential prerogatives within the
Indonesian rule of law system. This policy raises fundamental questions concerning
the legitimacy of executive discretion, the consistency of the state’s anti-corruption
agenda, and the application of constitutional safeguards against arbitrary use of
power. In response to these concerns, this research—entitled “The Granting of
Amnesty to a Corruption Convict under Presidential Decree Number 17 of 2025"—
aims to examine the legal mechanisms and requirements governing amnesty in
Indonesia and to evaluate whether the 2025 amnesty aligns with constitutional
norms, statutory regulations, and established state practice.

This study employs a normative legal research method using statutory,
conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945
Constitution, Emergency Law Number 11 of 1954 on Amnesty and Abolition,
relevant presidential decrees, and court decisions. Secondary materials consist of
scholarly works, academic journals, and doctrinal analyses, while tertiary
materials support terminological clarification. All legal materials were analyzed
qualitatively through systematic interpretation, emphasizing the structure of
presidential authority, procedural steps for amnesty applications, and historical
patterns of amnesty issuance. These materials were then compared to assess the
compatibility of Presidential Decree 17/2025 with the principles of the rule of law,
checks and balances, and the objectives of criminal justice, particularly in
corruption cases.

The findings indicate that the amnesty granted under Presidential Decree
17/2025 meets the formal and procedural requirements mandated by the 1945
Constitution and Emergency Law Number 11 of 1954, including the mandatory
consultation with the House of Representatives, administrative verification, and
sufficient legal justification. From the analysis, three key conclusions are drawn:

first, the authority to grant amnesty remains a constitutionally limited power that
must operate within the safeguards of the rule of law and cannot be exercised
unilaterally by the President; second, from a normative standpoint, Presidential
Decree 17 of 2025 does not contradict existing constitutional or statutory
provisions, despite the public controversy arising from the nature of the offense;
third, granting amnesty to a corruption offender requires a heightened level of
scrutiny due to its potential implications for public trust, the deterrent effect of anti-
corruption policies, and the integrity of Indonesia’s criminal justice system.

Keywords: Rule Of Law, Presidential Prerogative, Amnesty, Corruption
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